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Abstract 
This research’s aims to analyze the impact of the 2016 tax amnesty policy and 
modernization of tax information system on individuall taxpayers compliance. 
Independent variabels in this research are the 2016 tax amnesty policy, modernization 
of tax information system e-billing system, e-filing system and e-SPT system for 
individual taxpayer. The dependent variabel is the compliance of individual taxpayers.  
This reseach uses primary data, by giving questionnaires to respondents by online and 
meet directly the individual tax payers and filled by 168 respondents. Sampling method 
in this research uses purposive sampling method that are individual taxpayers that 
have NPWP and submit the tax amnesty 2016. Analysis uses the multiple regression 
analysis. The results of the analysis and hypothesis shows that variable 2016 tax 
amnesy policy,tax modernization e-filing system and e-Spt PPh have positive impact on 
individual taxpayer compliance. but tax modernization e-billing system for individual 
taxpayer have not impact on personal taxpayer compliance. 
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1. PENDAHULUAN 
 
Pajak merupakan sumber paling utama penerimaan Negara Indonesia. Pada 
APBNP 2016 penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp.1.539,1 triliun atau 
sebesar 86,1% dari total pendapatan Negara dan Hibah yang ditetapkan sebesar 
Rp.1.786,2 triliun. Kebijakan pendapatan negara dan hibah dalam APBN tahun 2016 
dalam bidang perpajakan adalah (1) Kebijakan perpajakan diarahkan untuk optimalisasi 
penerimaan perpajakan tanpa mengganggu iklim investasi dunia usaha, (2) Kebijakan 
perpajakan yang diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan tetap 
mempertahankan daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing dan nilai tambah 
industri nasional, (3) Kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk mengendalikan 
konsumsi barang kena cukai, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (2016).  Salah satu 
indikator dalam menilai tingkat penerimaan pajak adalah dengan mengukur Tax Ratio. 
“Tax Ratio adalah perbandingan antara penerimaan pajak dengan produk domestik 
bruto (PDB), Tax Ratio menjadi salah satu ukuran kinerja sektor perpajakan. Data 
APBNP (2016) menunjukkan bahwa tax ratio Indonesia hanya sekitar 11% sejak tahun 
2011 sampai dengan tahun 2016, cukup rendah apabila dibandingkan dengan tax 
ratio rata-rata Negara-negara anggota OECD yang bisa mencapai 34%.  (Kementerian 
Keuangan Republik Indonesia, APBNP 2016). 
Di sisi lain kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya masih 
rendah. Menurut data Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Jenderal Pajak, Refleksi 
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak), hingga tahun 2015, Wajib Pajak (WP) yang terdaftar 
dalam sistem administrasi DJP mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri  atas 2.472.632 
WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 WP OP 
Karyawan bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang bekerja 
mencapai 120,65 Juta orang (data BPS), tercatat sebesar 27,16% dari total jumlah 
Orang Pribadi pekerja berpenghasilan di Indonesia yang saat ini terdaftar memiliki 
NPWP.  Kurangnya kesadaran warga Negara untuk memiliki NPWP.  Sedikitnya 
jumlah WP terdaftar tentu saja menjadi penyebab sedikitnya penerimaan negara dari 
sektor WP OP tersebut. Disinilah penulis melihat adanya variabel kapatuhan wajib 
pajak yang perlu diteliti. Kemudian, dari jumlah total 32.769.215 WP terdaftar yang 
tidak termasuk bendahara, jointoperation, perusahaan cabang/lokasi, WP OP yang 
berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), WP Non Efektif, dan 
sejenis lainnya. 
Dari data di atas (Direktorat Jenderal Pajak, Refleksi Tingkat Kepatuhan Wajib 
Pajak, 2016) dapat disimpulkan bahwa angka  rasio kepatuhan WP OP Non Karyawan 
sebesar 40,75% (837.228 yang melaporkan SPT dari total 2.054.732 wajib lapor) dan 
rasio kepatuhan WP OP Karyawan sebesar 63,22% (9.431.934 yang melaporkan SPT 
dari total 14.920.292 wajib lapor). Pemerintah mengusulkan kebijakan pengampunan 
pajak. Kebijakan pengampunan pajak diharapkan dapat membantu kondisi 
pembangungan, perekonomian, pengangguran, kemiskinan, serta  ketimpangan 
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Salah satu program reformasi perpajakan tahun 2016 adalah disahkannya 
Undang Undang Pengampunan Pajak oleh DPR, atau yang lebih dikenal dengan 
kebijakan Tax Amnesty  yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 31 
Maret 2017. Tax Amnesty yang diberlakukan ini hampir serupa dengan Kebijakan 
Sunset Policy yang pernah diberlakukan di Indonesia pada tahun 2008. Tax 
amnesty atau pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, 
tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, 
dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagai diatur dalam 
Undang Undang Pengampunan Pajak (UU No. 11 Tahun 2016).  
Wajib pajak orang pribadi merupakan tonggak penerimaan negara, hal ini dapat 
disimpulkan dari perbandingan jumlah wajib pajak orang pribadi sebesar 16.975.024 
atau sebesar 93% dari total wajib pajak wajib lapor tahun 2015 (Direktorat Jenderal 
Pajak, 2016), oleh karena itulah maka dalam penelitian ini hanya akan meneliti wajib 
pajak orang pribadi saja. Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini penulis 
akan menganalisis pengaruh kebijakan pengampunan pajak dan modernisasi sistem 
informasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.  
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
 
Theory of Planned Behavior (TPB) 
Teori tentang perilaku berencana atau dikenal dengan istilah Theory of Planned 
Behavior (TPB) diperkenalkan oleh Ajzen pada tahun 1991. TPB merupakan teori 
tentang perilaku manusia, teori ini seringkali digunakan untuk mengkaji perilaku dari 
individu sebagai orang yang dipengaruhi oleh niat. Ajzen berpendapat bahwa seseorang 
akan cenderung lebih mau melakukan suatu perilaku hanya jika ketika mereka merasa 
bahwa mereka dapat menerapkannya dengan baik dan mendapat manfaat dari perilaku 
tersebut. Peningkatan perilaku tersebut dipengaruhi oleh dua dimensi yaitu (i) 
keberhasilan diri (self-efficacy) mengacu pada tingkat kesulitan yang diperlukan untuk 
melakukan suatu perilaku, atau keyakinan diri seseorang pada kemampuan dirinya 
untuk berhasil dalam melakukan perilakunya, dan (ii) dapat dikendalikan 
(controllability) mengacu pada faktor-faktor diluar, dan keyakinan seseorang bahwa 
mereka secara personal memiliki kontrol terhadap penerapan perilakunya, atau jika itu 
dikendalikan pihak eksternal, faktor yg tidak dapat dikendalikan. Jika seseorang 
memiliki kendali yang tinggi terhadap perilakunya, maka mereka akan meningkatkan 
keyakinan diri bahwa mereka dapat dan mampu melakukan suatu perilaku yang 
spesifik dengan sukses. 
Berdasarkan teori ini peneliti dapat menilai bagaimana variabel-variabel yang 
diukur dapat memberikan pengaruhnya terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi. Apabila seorang wajib pajak orang pribadi menyadari dan memiliki 
keyakinan bahwa dengan mengikuti pegampunan pajak 2016 akan dapat memberikan 
pengaruh yang baik bagi dirinya dan kemajuan pemerintahan kedepan, maka wajib 
pajak tersebut akan dengan sukarela mengikuti kebijakan pengampunan pajak tersebut. 
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Technology Acceptance Model (TAM) 
Technology Acceptance Model (TAM) atau metode penerimaan teknologi 
informasi pertama kali diperkenalkan oleh Davis 1989 sebagai pengembangan yang 
paling berpengaruh dari Theory of Reasoned Action yang sebelumnya diperkenalkan 
oleh Ajzen dan Fishbein  tahun 1967. Teori ini menjelaskan pengaruh penggunaan 
sistem informasi dan biasanya digunakan untuk menjelaskan penerimaan yang 
dilakukan oleh individu untuk menggunakan sistem informasi. Teori ini membuat 
model bagaimana pengguna teknologi dapat menerima dan menggunakan sebuah 
teknologi. TAM menggunakan dua ukuran penerimaan teknologi yaitu (i) ease of use 
atau kemudaan pemakaian, didefinisikan sebagai tingkatan dimana seseorang 
mempercayai bahwa dengan menggunakan sebuah sistem tertentu akan dapat 
mengurangi kesulitan kerjanya. dan (ii) usefulness atau kemanfaatan , ukuran ini 
didefinisikan oleh Davis sebagai tingkatan dimana seseorang mempercayai bahwa 
dengan menggunakan suatu sistem tertentu akan dapat menambah kinerja kerjanya. 
Dalam penelitiannya Park (2009:98) mengkonfirmasi bahwa model TAM dapat 
dipakai sebagai teori yang berguna untuk membantu memahami dan menjelaskan niat 
dari suatu perilaku untuk menggunakan e-learning. Hasil dari penelitian itu membawa 
pada kesimpulan bahwa model tersebut dapat diterapkan dengan baik pada data yang 
ada berdasarkan pada hasil dari goodness-of-fit test 
 
Kebijakan Pengampunan Pajak 2016 
Lahirnya Undang-Undang Pengampunan Pajak di awali dengan Rancangan 
Undang-undang Pengampunan Nasional, menurut Rancangan Undang-undang tersebut 
bahwa pengampunan nasional adalah penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi 
administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana dibidang perpajakan, serta sanksi 
pidana tertentu dengan membayar uang tebusan, sebagaimana ditetapkan dalam 
Undang-Undang ini.  Pengampunan Nasional merupakan salah satu bentuk kebijakan 
yang dapat diberikan oleh Pemerintah untuk mendorong rekonsiliasi nasional serta 
meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban 
perpajakannya. Indonesia pernah menerapkan Pengampunan Pajak pada tahun 1984, 
namun pelaksanaannya tidak berjalan dengan efektif karena kurangnya partisipasi 
Wajib Pajak atas kebijakan tersebut dan sistem administrasi perpajakan yang belum 
efektif serta pelaksanaan Pengampunan Pajak saat itu tidak diikuti dengan reformasi 
sistem administrasi perpajakan yang komprehensif dan tidak terdapat jaminan 
pengampunan pidana lain diluar pidana pajak yang terkait dengan harta yang 
dilaporkan.  Dari aspek yuridis, penyusunan Undang-Undang Pengampunan Nasional 
merupakan suatu bentuk implementasi dari ketentuan Pasal pasal 14 ayat (2) dan Pasal 
23A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Pengampunan Nasional sejalan dengan kewenangan Pemerintah dalam 
pemberian pengampunan dalam bentuk amnesti. Pasal 14 ayat (2) UUD NKRI Tahun 
1945 mengatur bahwa  Presiden memberi amnesti dengan memperhatikan 
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pembentukan Undang-Undang Pengampunan 
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Nasional yang telah melalui pembahasan antara Pemerintah dengan DPR telah sejalan 
dengan semangat ketentuan UUD Negara Republik Indoensia Tahun 1945. 
Dalam UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, definisi 
pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai 
sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara 
mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan aebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini, sedangkan menurut Ngadiman (2015) . Tax Amnesty adalah suatu 
kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk 
membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban 
pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau 
periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. 
Kebijakan Pengampunan Pajak sebenarnya sudah pernah dilakukan di 
Indonesia. Pada tahun 1984, 2008 dan 2015 telah dilaksanakan Tax Amnesty, Sunset 
Policy, namun kebijakan pengampunan pajak pada tahun ini menjadi sangat spesial 
dikarenakan tahun ini negara Indonesia akan bersiap-siap memasuki era keterbukaan 
informasi atau disingkat AEoI (automatic exchange of information) dimana Indonesia 
sebagai salah satu negara yang terdaftar sebagai anggota organisasi OECD (The 
Organization for Economic Co-operation and Develompment). Misi utama OECD 
adalah untuk mempromosikan kebijakan kebijakan yang akan meningkatkan 
kesejahteraan ekonomi dan sosial warga dunia (www.oecd.org). 
 
Sistem e-billing, e-Filing dan e SPT 
Pada tahun 2007, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, meluncurkan 
sistem penerimaan negara berbasis teknologi informasi, disitulah cikal bakal Modul 
Penerimaan Negara (MPN) dimulai. Saat itu masih sangat terbatas dan dalam tahap 
pengembangan. Sejak tahun 2009 dilakukan langkah-langkah penyempurnaan sistem 
MPN (Modul Penerimaan Negara) yang sudah mulai terintegrasi ke sistem DJP, DJBC 
(Direktorat Jenderal Bea Cukai), DJA (Direktorat Jenderal Anggaran), dan DJPBN 
(Direktorat Jenderal Perbendaharaan), namun penggunaannya pun masih sangat 
terbatas (Direktorat Jenderal Pajak, 2016, pamflet berita infografis e-billing).  
Sistem e-filing atau juga dikenal sebagai electronic filing merupakan terobosan 
yang sangat penting dalam reformasi sistem perpajakan di Indonesia. E-filing adalah 
suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan 
secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau 
Penyedia Layanan SPT Elektronik atau Application Service Provider  (ASP). Saat ini 
sistem e-filing telah terintegrasi dalam layanan DJP Online 
(http://djponline.pajak.go.id). DJP Online sendiri adalah satu platfom untuk e-billing, e-
filling, dan e-tracking yang diatur Direktorat Jenderal Pajak 2016. 
Aplikasi e-SPT tersebut telah ada sejak tahun 2010. Namun penggunaannya 
masih sangat sedikit, banyak terjadi eror di dalam aplikasi itu sendiri. Penggunaan e-
SPT yang masif baru dilaksanakan pada tahun 2016 ketika pelaporan SPT Tahunan 
2015 dilaksanakan, bahkan untuk SPT Tahunan tahun pajak 2016, seluruh WP 
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diwajibkan menggunakan pelaporan online yang artinya mewajibkan WP 
menggunakan e-SPT PPh OP. Aplikasi ini yang telah mencapai versi 1.5 artinya telah 
melalui 5 kali pembaharuan.  
 
Penegakan Hukum Pasca Pengampunan Pajak 2016 
Setelah berakhirnya Pengampunan Pajak 2016 tanggal 31 Maret 2017, 
pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2017 tentang 
Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan tertentu berupa harta bersih yang di 
perlakukan atau dianggap penghasilan. Peraturan ini tidak berdiri sendiri, karena terkait 
dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. 
Dikeluarkannya PP No. 36 tahun 2017 ini menurut pemerintah merupakan konsekuensi 
yuridis dari penerapan pasal 13 dan pasal 18 UU No. 11 tahun 2016. 
Adanya perlakuan khusus yang secara tekstual tercantum dalam pasal 13 dan 
Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2016 mendorong lahirnya PP No. 36 Tahun 2017. Ada 
sebuah pendelegasian wewenang yang sangat jelas dalam UU No. 11 Tahun 2016 
terhadap peraturan perundang-undangan dibawahnya sesuai dengan tata urutan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum pajak dilakukan untuk 
meningkatkan kepatuhan pelaksanaan kewajiban pajak. 
Aturan pelaksanaan PP No. 36 Tahun 2017 ini adalah Peraturan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanan 
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak berlaku tanggal 20 
November 2017 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2017 tentang 
Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final 
Pengungkapan Harta Bersih berlaku tanggal 20 November 2017. Peraturan pasca 
pengampunan pajak dalam rangka mewujudkan progam pengampunan pajak sebagai 
transisi dan jeda sebelum babak baru penegakan hukum, menciptakan kepatuhan 
sukarela yang berkesinambungan dan meningkatkan penerimaan pajak. 
Jika dicermati Peraturan pasca pengampunan pajak ini adalah pengampunan 
pajak jilid 2 yang sejatinya berakhir 31 Desember 2017, dan di perpanjang sampai 
dengan 31 Maret 2018 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April 2018 untuk 
Wajib Pajak Badan, yang menjadi pertanyaan ada apa sebenarnya dengan pemerintah 
yang memperpanjang batas akhir penyampaian tersebut, mengingat dalam UU 
Pengampunan Pajak No. 11 Tahun 2016 secara tegas tidak menyebutkan adanya 
tahapan perpanjangan pengampunan pajak, hal ini merupakan perhatian penulis tentang 
legitimasi peraturan yang diterbitkan pasca pengampunan pajak tersebut yang terbukti 
masyarakat tidak antusias untuk mengikutinya. 
 
Rerangka Konseptual 
Penelitian ini membahas mengenai pengaruh antara variabel independen 
(kebijakan pengampunan pajak 2016, sistem e-billing, sistem e-filing, sistem e-SPT 
PPh) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak orang pribadi). 
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Gambar 1 
Kerangka Pemikiran 
Sumber: diolah penulis 
 
Hipotesis  
Kebijakan Pengampunan Pajak 2016 dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang 
Pribadi 
Hasil penelitian Fungsiawan (2017) menunjukkan bahwa Kebijakan 
Pengampunan Pajak 2016 berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak., hasil 
penelitian Ngadiman dan Huslin (2017) menunjukkan bahwa sunset Policy 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan tax amnesty dan sanksi pajak 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak”. Dari penelitian ini 
dapat dipahami bahwa kebijakan pengampunan pajak telah memberi pengaruh yang 
positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sunset policy yang diteliti oleh Ngadiman dan 
Huslin (2015) tidaklah sama persis dengan kebijakan pengampunan pajak tahun 2016, 
tetapi karakteristik dari sunset policy dan kebijakan pengampunan pajak 2016 adalah 
sangat mirip. Bahkan kebijakan pengampunan pajak dan sunset policy hnyalah 
perbedaan bahasa saja. Sedangkan esensi dari kebijakan pengampunan pajak 2016 dan 
sunset policy adalah sama yaitu penghapusan denda pajak dan pembayaran sejumlah 
pajak. 
H1: Kebijakan pengampunan pajak 2016 berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
 
Sistem e-billing dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
Studi yang dilakukan oleh Anuar dan Othman (2010) di Malaysia 
menyimpulkan bahwa persepsi kemudahan dan kemanfaatan dari sistem pembayaran 
online mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap sistem pembayaran online.  
Dengan demikian, penerimaan yang baik terhadap sistem pembayaran pajak online ini 
harus dikembangkan dengan bijaksana oleh penyedia jasa (provider) agar supaya dapat 
mendukung keberhasilan sistem teknologi ini. 
Kebijakan pengampunan 
Pajak 2016 
 
Sistem E Billing 
Sistem E Filling 
E SPT 
Kepatuhan WP OP 
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H2a: Sistem e-billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi 
 
Sistem e-filing dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
Aryati dan Putritanti (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem 
administrasi pajak modern memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi. 
Muturi dan Kiarie (2015) pada penelitiannya di Meru, Kenya mengungkapkan 
bahwa Online Tax Return Filing memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga menemukan bahwa sistem 
perpajakan online lainnya memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
peningkatan kepatuhan wajib pajak. 
H2b: Sistem e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi 
 
Sistem e-SPT PPh dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
Dalam penelitiannya Nurbaiti, Susilo dan Agusti (2016) menemukan bahwa 
Sistem e-SPT memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas 
pelayanan administrasi perpajakan. engan meningkatnya pelayanan administrasi 
perpajakan, pada akhirnya akan berdampak terhadap meningkatnya kepatuhan wajib 
pajak. Sedangkan Penelitian Lingga (2013) menyatakan bahwa penerapan e-SPT 
berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak 
dipengaruhi oleh penerapan e-SPT sebesar 33,7% dalam penelitian Lingga (2013) 
tersebut.  
Menurut penelitian Yohana dan Irene (2015) didapati kesimpulan bahwa 
“Sistem administrasi perpajakan yang salah satunya adalah penerapan sistem e-SPT 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi”. 
Sedangkan menurut hasil penelitian dari Fransisca (2015), e-SPT berpengaruh secara 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. E-SPT merupakan bagian dari reformasi 
administrasi perpajakan yang diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan 
bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga juga 
berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 
H2c: Sistem e-SPT PPh berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi 
 
3. METODOLOGI 
 
Rancangan Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kausalitas (causal study). Dengan penelitian kausal, peneliti dapat melihat pengaruh 
dari Aturan Pelaksanaan Pengampunan Pajak Nomor 11 tahun 2016, sistem e-billing, 
sistem e-filing, sistem e-SPT PPh Orang Pribadi dan keterbukaan akses informasi 
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keuangan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sesuai dengan hipotesis yang telah dibuat 
sebelumnya. 
Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang 
Pribadi. Pengambilan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada para 
Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Jakarta setelah program pengampunan Pajak 
2016 berakhir secara acak yang telah mengikuti pengampunan pajak. Karena sulitnya 
mencari Wajib Pajak sesuai kriteria peneliti, maka peneliti mengambil beberapa Wajib 
Pajak Orang Pribadi untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini yang diharapkan dapat 
mewakili Wajib Pajak Orang Pribadi secara keseluruhan. 
 
Pengukuran Variabel 
Pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 
yang dilakukan melalui kuesioner yang jawabannya telah disediakan oleh peneliti 
dengan menggunakan skala likert dengan skala 4.  
 
Tabel 1 
Operasionalisasi Variabel Penelitian 
Variabel Sub Variabel Dimensi Skala Pengukuran 
Kebijakan Pengampunan 
Pajak 2016 
(Ngadiman dan Huslin, 
2015) 
  1. Mendukung kebijkaan 
pengampunan pajak 2016 
Interval 1 sampai 4 
  2. Melaporkan harta yang 
sebenarnya 
Interval 1 sampai 4 
Reformasi sistem 
informasi perpajakan 
(Ngadiman dan Huslin, 
2015) 
Sistem e-billing 
(Aryati dan 
Putritanti, 2016) 
Membayar pajak menggunakan 
sistem e-billing 
interval 1 sampai 4 
Sistem e-filing 
(Aryati dan 
Putritanti, 2016) 
Melaporkan pajak dengan 
menggunakan sistem e-filing 
interval 1 sampai 4 
Sistem e-SPT PPh  
(Aryati dan 
Putritanti, 2016) 
Membuat SPT tahunan orang 
pribadi dengan aplikasi e-SPT 
PPh  
interval 1 sampai 4 
Kepatuhan Wajib Pajak 
Orang Pribadi 
 
 
 
1.Kepatuhan 
Formal 
1. Pendaftaran Wajib pajak interval 1 sampai 4 
 (Aryati dan 
Putritanti, 2016) 
2. Perhitungan pajak interval 1 sampai 4 
  3. Pembayaran pajak interval 1 sampai 4 
  4. Pelaporan pajak interval 1 sampai 4 
 (Aryati dan Putritanti, 
2016) 
2. Kepatuhan 
Material 
 (Aryati dan 
Putritanti, 2016) 
1. Kesesuaian pembayaran pajak 
dengan perhitungan 
2. Kooperatif dengan petugas 
pajak 
interval 1 sampai 4 
 
interval 1 sampai 4 
Sumber: Ngadiman dan Huslin (2015) dan Aryati dan Putritanti (2016) 
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Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data primer yaitu melalui 
penyebaran. Proses penyebaran kuesioner dilakukan dari tanggal 10 Mei 2017 sampai 
dengan 28 Juli 2017. Dari total 168 kuesioner yang disebar, terdapat sebanyak 158 
responden wajib pajak orang pribadi yang menjawab secara penuh atas kuesioner yang 
disebar dimana kuesioner tersebut memiliki 27 item pertanyaan yang mewakili satu 
variabel dependen dan lima variabel independen. Dengan menggunakan rumus Slovin 
maka jumlah minimal sampel yang harus didapatkan adalah minimal 100 responden. 
 
Metode Analisis Data 
Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, metode 
analisis data dilakukan setelah data dari semua responden terkumpul sehingga data 
akan diolah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel independen 
dengan variabel dependen. Tahapan ini sangatlah penting di dalam suatu penelitian 
ilmiah karena dapat memberi hasil apakah hipotesis yang diajukan peneliti akan 
diterima atau ditolak. Bentuk pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
Model persamaan regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut:  
Y  = α + β1 UUPP + β2 EBIL + β3 EFIL + β4 ESPT e 
Keterangan:  
Y  =  Kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
Α  =  Konstanta  
β1 – β5  =  Koefisien regresi  
UUPP  =  Kebijakan pengampunan pajak 
EBIL  =  Sistem e-billing 
EFIL  =  Sistem e-filing 
ESPT =  Sistem e-SPT PPh 
e   =  Error  
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Deskripsi Data  
Peserta yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak orang 
pribadi yang mengikuti kebijakan pengampunan pajak 2016, yaitu sebesar 731.395 
berdasarkan data dashboard amnesti pajak per tanggal 01 April 2017 (Direktorat 
Jenderal Pajak, 2017), tanggal 10 Mei 2017 adalah tanggal dimulainya penyebaran 
kuesioner untuk mendapatkan data responden, jumlah kuesioner yang di dikirim 183, 
alasan dikirim 183 kuesioner karena ingin membandingkan dan melihat pengaruh jika 
jumlah sampel yang di uji lebih besar dari jumlah minimum 100 data yang diuji, jumlah 
responden tersedia serta menghindari jumlah kuesioner yang tidak di jawab lengkap, 
kuesioner yang kembali 168 dan kuesioner yang layak untuk di uji 158 karena jumlah 
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10 ada yang menjawab tidak penuh, Berbagai karakteristik yang diteliti dapat 
ditunjukkan dengan tabel-tabel dibawah ini : 
 
Tabel 2 
Karakteristik Usia Responden 
 Frequency Percent 
Valid 20-30 tahun 21 13.3 
31-40 tahun 85 53.8 
41-50 tahun 30 19.0 
> 50 tahun 22 13.9 
Total 158 100.0 
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 17 
 
Berdasarkan tabel 2, usia mayoritas pengisi kuesioner yaitu wajib pajak orang 
pribadi yang berusia 31-40 tahun dengan persentasi mencapai 85% dari total responden 
yaitu 158 individu. Terdapat 21 responden dengan usia 20-30 tahun yang mengisi 
kuesioner, 85 orang yang berusia 31-40 tahun, 30 orang berusia 41-50 tahun dan diatas 
50 tahun terdapat 22 orang responden. 
 
Tabel 3 
Karakteristik Jenis Kelamin Responden 
 Frequency Percent 
Valid Laki-laki 133 84.2 
Perempuan 25 15.8 
Total 158 100.0 
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 17 
 
Tabel 3 menunjukkan bahwa ada sebanyak 133 wajib pajak orang pribadi pria 
yang mengisi kuesioner penelitian atau sebanyak 84,2% dan sisanya sebanyak 15,8% 
diisi oleh responden dengan jenis kelamin wanita dari total 158 reponden yang telah 
mengisi kuesioner dengan lengkap dan sesuai persyaratan penelitian.  
 
Tabel 4 
Karakteristik Pendidikan Terakhir Responden 
 Frequency Percent 
Valid S3 1 0.6 
S2 3 1.9 
S1 66 41.8 
D3 6 3.8 
Lainnya 82 51.9 
Total 158 100.0 
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 17 
 
 
J I P A K  2 0 1 9  | 70 
 
 
 
Dari data yang ditunjukkan dalam tabel 4, mayoritas pengisi kuesioner adalah 
wajib pajak orang pribadi yang telah menempuh pendidikan lainnya sebesar 82% atau 
sebanyak 82 responden. Pengisi kuesioner yang telah menempuh pendidikan S3 adalah 
1 responden, yang menempuh pendidikan S2 sebanyak 3 responden, yang menempuh 
pendidikan D3 adalah sebanyak 6 responden dan sebanyak 66 responden memiliki 
pendidikan S1. 
 
Tabel 5 
Karakteristik Pendapatan per Tahun Responden (dalam juta rupiah) 
 Frequency Percent 
Valid < 100 Juta Rp 50 31.6 
100-200 Juta Rp 47 29.8 
200-500 Juta Rp 22 13.9 
> 500 Juta Rp 39 24.7 
Total 158 100.0 
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 17 
 
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam tabel 5 dapat diketahui bahwa terdapat 
mayoritas pengisi kuesioner memiliki pendapatan dibawah Rp100.000.000,- per 
tahunnya sebanyak 50 responden atau sebesar 31,6%. Responden dengan  pendapatan 
pertahun dibawah Rp100.000.000,- sampai dengan Rp200.000.000,- sebesar 29,8% 
atau sebanyak 47 responden, sebesar 13,9% responden atau 22 responden yang 
memiliki pendapatan per tahun diantara Rp200.000.000,- sampai dengan 
Rp500.000.000,- dan diatas Rp500.000.000,- terdapat 39 responden atau hanya sebesar 
24,7% dari total pengisi kuesioner yaitu 158 wajib pajak orang pribadi. 
 
Tabel 6 
Karakteristik Kepemilikan NPWP 
 Frequency Percent 
Valid Ya 158 100.0 
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 17 
 
Berdasarkan data yang didapat dari tabel 6, dapat diketahui pengisi kuesioner 
yang telah memiliki NPWP adalah sebesar 100%, sedangkan yang tidak memiliki 
NPWP adalah 0% atau tidak ada responden yang tidak memiliki NPWP. Data ini sesuai 
dengan persyaratan sampel dalam penelitian ini yang mewajibkan responden yang 
diterima adalah hanya responden yang sudah memiliki NPWP pada saat mengisi 
kuesioner ini. 
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Tabel 7 
Karakteristik Klasifikasi Usaha 
 Frequency Percent 
Valid Pegawai / Karyawan Murni / 
Tidak memiliki perusahaan 
 
39 24.7 
Pengusaha / pekerja bebas / 
memiliki Usaha atau 
Perusahaan 
91 57.6 
   
Lainnya 28 17.7 
Total 158 100.0 
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 17 
 
Tabel 7 menunjukkan  bahwa dari total 158 responden yang diterima sebanyak 
39 orang memiliki klasifikasi usaha sebagai pegawai, karyawan murni, atau tidak 
memiliki usaha atau penghasilan lain selain karyawan, sedangkan sebanyak 91 
responden sebagai pengusaha, pekerja bebas atau memiliki usaha atau perusahaan dan 
sebanyak 28 responden klasifikasi lapangan usaha lainnya. 
 
Tabel 8 
Karakteristik Mendaftarkan Diri Mengikuti Pengampunan Pajak 2016 
 Frequency Percent 
Valid Ya, saya sudah mendaftar 158 100.0 
                            Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 17 
 
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam tabel 8, terdapat keseluruhan 
responden yang diterima adalah responden yang sudah mendaftarkan diri mengikuti 
pengampunan pajak 2016. Hasil ini menunjukkan responden yang diterima dalam 
penelitian ini telah memenuhi syarat pemilihan sampel yaitu Wajib pajak orang pribadi 
yang telah atau berencana pasti akan mandaftarkan diri mengikuti pengampunan pajak 
2016. 
 
Analisis Hasil Penelitian:          
Hasil Uji Statistik Deskriptif 
Tabel 9 
Ringkasan Hasil Uji Statistik Deskriptif 
 n Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
1. Kebijakan Pengampunan Pajak 158 1 4 3.14 0.460 
2.Sistem e-billing 158 2 4 3.19 0.426 
3.Sistem e-filing 158 2 4 3.27 0.468 
4.Sistem e-SPT PPh 158 2 4 3.15 0.420 
5.Kepatuhan Wajib Pajak 158 2 4 3.23 0.396 
Valid n (listwise) 158     
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 17 
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Kebijakan Pengampunan Pajak 2016 
Berdasarkan tabel 9, responden memiliki keragaman dalam menjawab 
pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner. Angka minimum sebesar 1.00 menunjukkan 
bahwa ada responden yang sangat tidak setuju dan angka maximum sebesar 4 
menunjukkan bahwa terdapat responden yang sangat setuju. Jumlah nilai rata-rata pada 
variabel kebijakan pengampunan pajak 2016 menunjukkan hasil sebesar 3.14. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab ke arah setuju bahwa 
kebijakan pengampunan pajak 2016 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi.  
 
Sistem e-billing 
Tabel 9 menunjukkan hasil bahwa responden dalam mengisi kuesioner 
transparansi memiliki nilai minimum 2 yaitu tidak setuju dan maximum 4 yaitu sangat 
setuju, dengan tingkat mean adalah sebesar 3.19. Angka tersebut berkisar diantara 4 , 
hal itu menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa adanya sistem e-
billing yang dilakukan pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi. 
 
Sistem e-filing 
Responden dalam mengisi kuesioner mengenai sistem e-filing memiliki nilai 
minimum 2 yaitu tidak setuju dan maximum 4 yaitu sangat setuju, dengan nilai rata-
rata responden adalah 3.27 artinya lebih dari 3 yaitu kecenderungan responden adalah 
setuju penerapan sistem e-filing dengan demikian sistem e-filling berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
 
Sistem e-SPT PPh  
Mengenai variabel sistem e-SPT PPh, responden memiliki nilai minimum 2 
yaitu sangat tidak setuju dan maximum 4 yaitu sangat setuju. Nilai rata-rata jawaban 
responden yang dijabarkan dalam tabel 9 menunjukkan hasil sebesar 3.15 artinya 
responden cenderung untuk menyetujui penerapan sistem e-SPT PPh dengan demikian 
variabel sistem e-SPT PPh berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi. 
 
Kepatuhan Wajib Pajak 
Nilai rata-rata dalam variabel sebesar 3.23 dari angka maximum 4. Hal ini 
menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak yang mengisi kuesioner ini adalah 
wajib pajak orang pribadi yang telah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan 
baik dan dapat dikategorikan sebagai wajib pajak orang pribadi yang patuh. 
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Hasil Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 
 
Tabel 10 
Hasil Koefisien Determinasi (R2) 
                           
 
 
 
 
 
 
 
Nilai Adjusted R2 dalam penelitian ini adalah sebesar 0,521 yang 
ditansformasikan ke dalam bentuk persentase yaitu sebesar 52,1% . Hasil ini 
menunjukkan bahwa sejumlah keseluruhan variabel independen yang digunakan dalam 
penelitian ini berpengaruh sebesar 52,1% terhadap variabel dependennya (Y). Hal ini 
menunjukkan adanya manfaat dari tingkatan pengaruh yang cukup besar yaitu sebesar 
52,1%, sedangkan 47,9% lainnya dipengaruhi oleh factor-faktor lain diluar variable 
yang diteliti.  
 
Hasil Signifikansi Simultan (Uji F) 
 
Tabel 11 
Hasil Uji F 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 13.140 4 3.285 43.609 0.000a 
Residual 11.525 153 0.075   
Total 24.665 157    
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
b. Predictors: (Constant), Sistem e-SPT PPh, Kebijakan Pengampunan Pajak, Sistem e-billing, e-filing 
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 17, 2018 
 
Dari hasil uji F diatas menunjukkan besarnya nilai signifikansi adalah 0,000 
dimana nilainya lebih kecil dari 0,05. Maka kesimpulan yang didapat adalah bahwa 
kelima variabel independen secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel 
dependen (Y), oleh karena itu maka model regresi yang digunakan adalah fit untuk 
digunakan dalam penelitian. 
 
 
 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square  
1 0.730a 0.533 0.521  
a. Predictors: (Constant), UUPP, ESPT, EBIL, EFIL 
b. Dependent Variable: Y 
Sumber :  Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 17 
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Hasil Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 
 
Tabel 12 
Hasil Uji t 
Variabel 
Prediksi 
Arah 
Koefisien 
 
Sig. 
Sig(one 
tailed) 
Keputusan 
(Constant)  0.822 0.000 0.0000  
Kebijakan Pengampunan 
Pajak 
Positif 0.148 0.009 0.0045 H1 diterima 
Sistem e-billing Positif 0.043 0.612 0.3060 H2a ditolak 
Sistem e-filing Positif 0.343 0.000 0.0000 H2b diterima 
Sistem e-SPT PPh Positif 0.215 0.007 0.0035 H2c diterima 
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 17, 2018 
 
Persamaan Regresi 
 
 
Hasil yang ditunjukkan tabel 12 menjelaskan bahwa pengaruh dari masing-
masing variabel dari kelima variabel independen terhadap variabel dependen serta 
pengaruhnya adalah sebagai berikut : 
 
Hipotesis 1 (H1) : Kebijakan pengampunan pajak 2016 berpengaruh positif    
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
Berdasarkan hasil uji t pada tabel 12 dapat disimpulkan bahwa variabel 
independen yang pertama yaitu kebijakan pengampunan pajak 2016 menghasilkan 
koefisien regresi sebesar 0,148 dan nilai Signifikansi sebesar 0,0045 dimana nilainya 
lebih kecil dari 0,05 yang artinya terdapat pengaruh positif kebijakan pengampunan 
pajak 2016 terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian maka 
hipotesa kebijakan pengampunan pajak 2016 berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi dapat diterima. 
 
Hipotesis 2a (H2a) : Sistem e-billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi 
Berdasarkan hasil uji t pada tabel 12 dapat disimpulkan bahwa sistem e-billing 
memiliki nilai koefisien sebesar 0,043 dan nilai signifikansi sebesar 0,3060 lebih besar 
dari 0,05. Hal ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh sistem e-billing terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis sistem 
e-billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ditolak. 
 
Hipotesis 2b (H2b) : Sistem e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi 
Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.15 dapat disimpulkan bahwa sistem e-filing  
memiliki nilai koefisien sebesar 0,343 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil 
Y = 0,822 + 0,148 UUPP + 0,043 EBIL + 0,343 EFIL + 0,215 ESPT 
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dari 0,05. Hal ini menunjukkan terdapat pengaruh positif sistem e-filing terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis sistem 
e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat 
diterima 
 
Hipotesis 2c (H2c) : Sistem e-SPT PPh berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
Berdasarkan hasil uji t pada tabel 12 dapat disimpulkan bahwa sistem e-SPT 
PPh memiliki nilai koefisien sebesar 0,215 dan nilai signifikansi sebesar 0,0035 lebih 
kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan terdapat pengaruh positif sistem e-SPT PPh wajib 
pajak orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga dapat 
dikatakan bahwa hipotesis sistem e-SPT PPh berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi diterima. 
 
Pembahasan Hasil Penelitian 
Analisis pengaruh kebijakan pengampunan pajak 2016 terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi 
Kebijakan pengampunan pajak 2016 memiliki pengaruh positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya 
kebijakan pengampunan pajak 2016 dapat menimbulkan persepsi yang baik bagi wajib 
pajak. Dengan adanya persepsi yang baik terhadap kebijakan pengampunan pajak 2016 
ini, maka wajib pajak orang pribadi akan melakukan pemenuhan kewajiban 
perpajakannya dengan lebih baik 
Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin 
(2015) yang menyatakan bahwa tax amnesty berpengaaruh positif terhadap tingkat 
kepatuhan wajib pajak. 
 
Analisis pengaruh sistem e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
Sistem e-billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya sistem e-billing dapat 
menimbulkan persepsi yang tidak baik bagi wajib pajak. Dengan adanya persepsi yang 
tidak baik terhadap sistem e-billing ini, maka wajib pajak orang pribadi tidak akan 
melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik lagi.  
Dengan adanya sistem e-billing tidak berhasil memberikan kemudahan bagi 
wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan tidak adanya 
kemudahan ini maka muncul perpepsi yang kurang baik terhadap program reformasi 
perpajakan pemerintah terutama dalam hal mendukung fungsi pembayaran pajak. 
Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aryati dan 
Putritanti (2017) yang menyimpulkan bahwa sitem administrasi pajak modern memiliki 
pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.   
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Analisis pengaruh sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
Sistem e-filing memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya sistem e-filing dapat menimbulkan 
persepsi yang baik bagi wajib pajak. Dengan adanya persepsi yang baik terhadap sistem 
e-filing ini, maka wajib pajak orang pribadi akan melakukan pemenuhan kewajiban 
perpajakannya dengan lebih baik. 
Sistem e-filing ini telah mengubah budaya pelaporan pajak yang dahulu harus 
mengantri di kantor pajak hingga beberapa jam, menjadi dapat langsung melakukan 
pelaporan pajak secara online kapanpun dimanapun. Reformasi sistem informasi 
perpajakan dalam menciptakan sistem e-filing ini terbukti telah memberi persepsi 
positif bagi wajib pajak orang pribadi dalam hal kemudahan melakukan pelaporan 
terhadap kewajiban perpajakannya. 
Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aryati dan Putritanti 
(2016) yang menyimpulkan bahwa sitem administrasi pajak modern memiliki pengaruh 
positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
 
Analisis pengaruh sistem e-SPT PPh terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi 
Sistem e-SPT PPh memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya sistem e-SPT PPh dapat 
menimbulkan persepsi yang baik bagi wajib pajak. Dengan adanya persepsi yang baik 
terhadap sistem e-SPT PPh ini, maka wajib pajak orang pribadi terpengaruh untuk 
melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik.  
Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh Aryati dan 
Putritanti (2016) yang menyimpulkan bahwa sitem administrasi pajak modern memiliki 
pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dari hasil penelitian ini 
didapat kesimpulan bahwa dengan adanya sistem e-SPT PPh memberikan pengaruh 
positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.  
 
5. SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 
 
Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan atas 158 kuesioner yang bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh kebijakan Pengampunan Pajak 2016 dan repormasi sistem 
informasi perpajakan melalui lima variabel independen yaitu kebijakan pengampunan 
pajak 2016, sistem e-billing, sistem e-filing, sistem e-SPT PPh, keterbukaan akses 
informasi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dibuat 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kebijakan Pengampunan Pajak 2016 memiliki pengaruh positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
2. Sistem e-billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.  
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3. Sistem e-filing memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi. 
4. Sistem e-SPT PPh memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi. 
 
Implikasi 
Berikut ini merupakan implikasi dari hasil penelitian yang ditujukan untuk 
berbagai pihak, terlebih kepada masyarakat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi sangat penting di dalam meningkatkan penerimaan negara untuk pembangunan 
nasional. Implikasi manajerial dari penelitian ini adalah bahwa masyarakat sangat 
antusias dengan pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak 2016. Masyarakat juga 
merasa mendapatkan manfaat dengan lebih mudah membayar pajak dan lebih mudah 
melakukan pelaporan pajak dengan sistem e-SPT dan e-Filling. Bagi pemerintah telah 
berhasil melaksanakan kebijakan pengampunan pajak 2016. 
 
Saran  
Untuk mengembangkan penelitian selanjutnya, saran yang dapat diberikan 
adalah meneliti variabel lain selain dari empat variabel independen yang memiliki 
pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, misalnya variabel pelayanan 
account representative atau variabel metode perhitungan pajak terhutang terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
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